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NMinuman Berpemanis
Siap-siap Kena Cukai

PEMERINNTAHKH melalui Ke-
menterian Keuangan (Kemen-
keu) berencana mengenakan cu-
kai untuk Minuman berpemanis
dalam kemasan pada 2024,

SBaat ini, Kemenkeu terus
melakukan diskusi dengan DPR
agar usulan pengenaan cukai
untuk Mminuman berpemanis
dalam kemasan scjalan dengan
Rancangan APBIN 2024 yang
tengah disusun saat ini.

fNantinya, pembahasan
dengan IDPR tak sebatas pada
cukai minuman berpemanis
dalam kemasan. Tapi juga cu—
kai rokok hingga cukai plastik.
barang-barang yang dianggap
berbahaya.”” ujar Sri IhMiulyani
di Jakarta. Jumat ( 19/5)._

Menkeu berharap. cukai raarnm-—
ru mengendalikan konsumsi
minuman berpemanis dalam
kemasan di masyarakat. Dengan
begitu, akanmmenekan risiko ke—
sehatan dari midnuman tersebut.

““Beberapa kali sudah dilaku-—
kan pembahasan dengan DPR.
Cukai akan menjadi suatua alat
untuk mengendalikan Konsumsi
barang-barang yang dianggsap
berbahaya, seperti rokok., kermu—
dian pemanis dan plastik.” jelas
Aani, sapaan Sri Mulyani.

Pengamat kebijakan publilk
Uniwversitas Trisakti, Trubus
Rahadiansyvah menilai. saat
ini, pengenaan cukai untulk
minuman berpemanis dalam
kemasan belum tepat.

““IDampaknya ke ekonomi
cukup besar, apalagi produsen
minuman berpemanis di Indo-—
nesia cukup banyalk. ZMulai dari
industri kecil hingga industri
besar.,” kata Trubus kepada
Reakyecer N eradelker.

IDia melanjutkan. pengcecna-—
an cukai dikhawatirkan balkal
membuat bisnis industri i-
nuMman ringan tergangecu kare-—
na harga jual menjadi tinggi
dan tidak kompetitif.

““Kondisi ini bisa ditmanfaat—
kan produsen minuman dari
Iluar negeri sehingga akan se-—

makin banyvak minuman impor
masuk ke Indonesia yang akan
mematikan pengusaha lokal.””
tegas Trubus.

Sebelumnya. World Bank
(Bank Dunia) juga mendorong
Pemerintah untuk member-—
lakukan cukai pada produlk
prlastik dan minuman berpe-
manis dalam kemasan.

Hal ini dilakukan untuk meng—
hemat anggaran sekaligus dapat
menambah penerimaan negara.

MMenurut YWworld Bank, mi-—
numan berpemanis memiliki
dampak kesechatan yvang negatif
cdan berimplikasi pada biawva
yang besar bagi kesehatan
masy arakat.

“MMenaikkan pajak atas barang-
barang tersebut akan mengu-
rangi konsumsinya. menghemat
biayva untuk sistem kKesechatan
Publik sekaligus menghasillkan
prenerimaan Pemerintah,”” tulis
World Bank dalam laporannya
bertajuk Parfivwerys Towvwerrds
Foorrormric Secrriry fndornesicr
Poverity AsSsSessrrtertr.

Pemerintah sempat menunda
renerapan cukai pada rminurnn-—
an berpemanis dalam kemasan
di tahun ini menjadi tahun
2024.

Acddlasannya. pengenaan cl-
kKai minuman berpemanis ini
harus diusulkan dalam Ke-
bijakan Ekonomi Makro dan
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
(KEM-PPKF).

““Kebijakan cukai minuman
berpemanis sesuai dengan me-—
kanisme Undang-Undang HPP
(Harmonisasi Peraturan Perpa-
Jakan), rencananya akan kammi
usulkan dalam KEM-PPKF
2024, kata Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Kementerian
Keuangan Askolani.

IDia menjelaskan, lahirmya
U HPP mengharmaskan pe-—
ngusulan dan penambahan
cukai baru dilakukan melalui
mekanisme Rancangan AAamng-—
caran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBIN). m nmnow
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